
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN  BUPATI CIREB0N
NOMOR :  800.1.3.2/Kep.  348 -BKPSDM/2024

TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUMARTO,  SP NIP  196607112007011006 PANGRAT/COL.  RUANG
PENATA TINGKAT I /Ill/d DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN AHLI

MUDA KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA
PADA BIDANG PENYULUHAN DINAS PERTANIAN RABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang            : a.      bahwa  sesuai  ketentuan  Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara
Nomor  3  Tahun  2023  tentang  Angka  Kredit,  Kenaikan  Pangkat
dan  Jenjang  Jabatan  Fungsional,  kepada  para  Pegawai  Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional     dapat    diberikan     penyesuaian     dalam    jabatan,
sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai
ketentuan yang berlaku;

b.     R#.Wa ]966oP7e]8]a2Woa67oi ioNoe6gerf    pansipa£:/Got.  SuR=::t:'   penast:

Tingkat  I  /Ill/d  dipandang    layak  dan  telah  memenuhi  syarat
untuk  disesuaikan   1   (satu)   tingkat  lebih   tinggi   dari  Jabatan
F`ungsional  Penyuluh  Pertanian  Ahli  Muda  ke   dalam  Jabatan

=Fdnagns:°Fea:yuiupheannyuD]iunhas pe:tear::aniafabupAa::£n cfr¥::Z:      Pada
c.     bahwa    berdasarkan    pertimbangan     sebagaimana    dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang    Penyesuaian  Jabatan  F`ungsional  Pegawai  Negeri  Sipil
Sumarto,   SP  NIP.   196607112007011006     Pangkat/Col.   Ruang
Penata   Tingkat   I   /Ill/d   dari   Jabatan   Fungsional   Penyuluh
Pertanian  Ahli  Muda  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  Penyuluh
Pertanian Ahli  Madya pada Bidang  Penyuluhan  Dinas  Pertanian
Kabupaten Cirebon.

Mengingat            :  1.      Undang-Undang   Nomor  14 Tahun  1950   tentang   Pembentukan
Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam      Lingkungan      Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
Tahun  1950)  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor         4         Tahun          1968         tentang         Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang  Nomor   14  Tahun   1950  tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah      Kabupaten      Dalam      Lingkungan      Propinsi
Djawa  Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1968
Nomor   31,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2851);



2.     Undang-Undang        Nomor        23        Tahun        2014        tentang
Pemerintah    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah
beberapakali,     terakhir     dengan     Undang-Undang     Nomor     6
Tahun  2023  tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kerja
menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun     2023     Nomor     41,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3.     Undang-Undang   Nomor 20 Tahun 2023   tentang   Aparatur sipil
Negara   (Lembaran   Negara      Republik   Indonesia   Tahun   2023
Nomor   141,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6897);

4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1977    tentang  Peraturan
Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun      1977     Nomor      11,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapakali
diubah,    terakhir    dengan    Peraturan    Pemerintah    Nomor    5
Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun  1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024
Nomor  15);

5.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2016
Nomor   114,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor        5 8 8 7) ,        sebagaimana        telah        diubah        dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  tentang Perubahan
atas      Peraturan      Pemerintah      Nomor       18      Tahun      2 016
tentang Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun         2019         Nomor         187,         Tambahan         Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara    Republik   Indonesia
Tahun     2017     Nomor     63,     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik   Indonesia   Nomor   6037)   sebagaimana   telah   diubah
dengan     Peraturan     Pemerintah     Nomor      17     Tahuri     2020
tentang    Perubahan    atas    Peraturan    Pemerintah    Nomor    11
Tahun     2017     tentang     Manajemen     Pegawai     Negeri     Sipil
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7.     Peraturan      Presiden      Nomor      16      Tahun      2013      tentang
Tunjangan  Jabatan  Fulngsional  Penyuluh  Pertanian,  Pengendali
Organisme  Pengganggu  Tumbuhan,  Pengawas  Benih  Tanaman,
Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan
Pengawas   Mutu   Pakan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2013 Nomor 42);

8.     Peraturan        Menteri        Pendayagunaan        Aparatur        Negara
dan     Reformasi     Birokrasi     Republik     Indonesia     Nomor     35
Tahun   2020   tentang  Jabatan   Fungsional   Penyuluh   Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
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9.     Peraturan   Menteri   Pendayagunaan       Aparatur       Negara   dan
Reformasi   Birokrasi      Nomor   1   Tahun   2023   tentang  Jabatan
Fungsional    (Berita   Negara   Republik    Indonesia   Tahun    2023
Nomor 54).

Surat    Plt.    Kepala    Badan    Kepegawaian    Negara    Nomor    02112/
R.AK.02.02/SD/K/2024   tanggal   24   Juli   2024   Hal      Pertimbangan
Teknis    Promosi    Pejabat    Ftrngsional    di    Lingkungan    Pemerintah
Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

:  Menyesuaikan       Jabatan       Fulngsional       Pegawai       Negeri       Sipil
Sumarto,  SP NIP.196607112007011006   Pangkat/Gol.  Ruang Penata
Tingkat  I   /Ill/d  dari  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Pertanian  Ahli
Muda  ke  dalam Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Pertanian Ahli  Madya
pada Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dengan
Angka  Kredit  225.838  (dua  ratus  dua puluh  lima  koma  delapan  tiga
delapan).

:  Kepada   yang   bersangkutan,   selama   memangku  jabatan   tersebut
diberikan   tunjangan   Jabatan   Fungsional   sebesar   Rp.    1.260.000,-
(satu   juta    tiga    ratus    enam    puluh    ribu    rupiah)    berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013.

:  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI  Keputusan  ini  disampaikan  kepada  yang  bersangkutan  untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Sumber
padatanggal    29   ruJi   20?4

Pj.. BUPATI   CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan :
1. Yth. Kepala Plt. Badan Kepegawaian Negara

c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.


